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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENETAPAN 

TARIF JASA ANGKUTAN UMUM BIS ANTAR KOTA/PROVINSI 

SURABAYA-SEMARANG 

A. Analisis Implementasi Penetapan Tarif oleh Kondektur Bis Surabaya-

Semarang 

Pelaksanaan tarif angkutan umum bis surabaya-semarang belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan data yang 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak penumpang. Banyak 

dari pihak penumpang yang resah karena tarif bis yang sering berubah-

ubah sesuai kehendak kondektur, dengan adanya perbedaan penarikan 

tarif antara memberi uang lebih dan juga ketika memberi uang pas. Hal 

ini jelas-jelas bahwa kondektur tidak menerapkan tarif yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah.  

Dalam praktiknya apabila kondektur dikasih uang lebih maka tarif 

yang diambilnya melebihi dari tarif yang seharusnya dan ketika 

penumpang memberikan uang pas maka kondektur hanya diam dan 

menerima ongkos kemudian memberikan karcis kepada penumpang. 

Sehingga hal ini sangat membingungkan bagi penumpang yang 

menggunakan jasa angkutan umum bis Surabaya-Semarang. Terkadang 

ada juga kondekur yang tidak memberi kembalian penumpang pada waktu 

bis penuh. 
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Dalam hal ketentuan tarif,  pemerintah direktorat pusat (dirjendat) 

telah memperthitungkan dan menentukan besaran tarif bis yaitu tarif 

yang berlaku tidak boleh lebih tinggi dari tarif jarak batas atas atau lebih 

rendah dari tarif jarak batas bawah untuk trayek antar kota antar provinsi 

(AKAP). Kemudian dishub akan menyampaikan besaran tarif dan 

ketentuan tersebut kepada penyedia jasa (PO), lalu pihak PO akan 

menentukan tarif mana yang akan diberlakukan kepada penumpang 

dengan cara memberikan tabel tarif sesuai dengan berbagai tujuan.  

Seperti yang telah diuraikan pada bab III, di antarannya yaitu 

pendapatan yang dihasilkan oleh kondektur selama satu kali narik PP 

(pulang-pergi) dari Surabaya-Semarang adalah tergantung dari hasil 

pendapatan karcis yaitu sekitar sebesar 5 persen dari Rp. 2.000.000-

Rp.5.000.000 tergantung dari banyak atau sedikitnya penumpang bis. Jika 

penumpang ramai maka pendapatan yang dihasilkan 5 persen dari Rp. 

5.000.000 tetapi jika penumpang lagi sepi maka pendapatan yang 

diperoleh hanya 5 persen dari Rp. 2.000.000. 

Dari minimnnya keuntungan yang didapat oleh kondektur, jelas 

sekali para kondektur merasa kurang cukup, karena biaya hidup yang 

semakin mahal dan juga mereka bertanggung jawab banyak pada 

keselamatan, resiko dan kenyamanan yang mereka berikan untuk para 

penumpang. Meskipun setoran kepada perusahaan tidak ada ketentuan 

yang dipatok, pendapatan dirasa belum cukup apabila penumpang lagi 

sepi. Karena penumpang bis juga naik turun tidak selalu ramai, sehingga 
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kalau lagi sepi bisa tidak setor, karena hanya cukup untuk pengeluaran 

saja. Sedangkan untuk pengeluaran seperti solar ban meletus atau yang 

lainnya bisa sampai mencapai satu jutaan. Jadi seandainya pendapatan 

cuma dapat satu juta dua ratus berarti setorannya cuma dua ratus saja. 

Dari kejadian di atas, dapat dianalisis bahwasannya praktik 

implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota antar 

provonsi Surabaya-Semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, 

hal ini karena adannya alasan-alasan tertentu yang dialami oleh kondektur 

bis seperti yang telah diterangkan diatas yaitu salah satunya adalah 

karena faktor ekonomi. Meskipun tidak melebihi tarif batas atas dan 

kurang dari tarif batas bawah, praktik pengambilan upah oleh kondektur 

tetap dianggap melanggar, karena bagaimanapun juga kembalian 

penumpang tetap harus dikembalikan meskipun cuma Rp. 1000 atau Rp 

2000.  

Dengan berbagai macam alasan yang ada, kondektur tetap saja 

tidak boleh melanggar penetapan tarif tersebut, karena dalam keadaan 

bagaimanapun penetapan tarif harus dapat dilaksanakan dan dipatuhi. 

Apalagi penetapan tarif bis Surabaya-Semarang telah disahkan dan 

disetujui oleh semua pihak dan adannya payung hukum. Tetapi dalam 

kenyataannya bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan 

karena belum ada pihak yang melapor. Jadi kalau sekirannya dari 

penumpang belum ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada dinas, 

maka pihak dinas juga belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Jadi 
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untuk memberikan solusi, dinas perhubungan menghimbau kepada para 

penumpang bis agar segera melaporkan apabila mengalami kejadian 

seperti halnya diatas agar segera ditindaklanjuti.  

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Penetapan Tarif Jasa 

Angkutan Umum Bis Antar Kota Antar Provinsi Surabaya-Semarang 

Tarif atau ongkos angkutan umum adalah suatu bentuk imbalan 

yang diberikan oleh penumpang bis sebagai ganti atas suatu pekerjaan 

atau jasa karena telah mengantarkan ketempat yang akan dituju. 

Sebagaimana dijelaskan dalam ija>rah yaitu suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
1
 

Dalam agama islam, ija>rah merupakan muamalah yang telah 

disyariatkan dalam islam, hukumnya adalah mubah atau boleh jika 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat 

berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadist, serta ijma’ para ulama’.  

Dasar hukum tentang kebolehan ija>rah terdapat pada Al-Qur’an 

surat At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut: 

           

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S.Al-

Thalaq: 6).
2
 

 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., hal 15. 

2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 

2007), 559. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orangtua menyuruh orang 

lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah 

kepada orang yang menyusukan anak itu. Sewa menyewa adalah akad 

atas manfaat dengan suatu imbalan terttentu. Dengan demikian, objek 

sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Namun dalam 

hal ini, pembahasan praktik sewa jasa angkutan umum bis antar kota 

antar provinsi Surabaya-Semarang lebih mengarah pada ija>rah atas 

pekerjaan (jasa) atau disebut dengan upah mengupah, objek akadnya 

adalah jasa atas pekerjaan seseorang. 

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam 

sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya 

sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat. 

Yang pertama yaitu dua orang yang berakad (aqid), adalah adanya 

mu’jir dan musta’jir. Mu’jir adalah orang yang menggunakan jasa atau 

tenaga orang lain, dalam hal ini penumpang berkedudukan sebagai mu’jir. 

Sedangkan musta’jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya 

dalam suatu pekerjaan dan menerima upah, dalam hal ini yang disebut 

sebagai musta’jir adalah kondektur. Untuk mu’jir dan musta’jir 

disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta) dan saling meridhai. 

Dalam praktik implementasi penetapan tarif angkutan umum bis 

Surabaya-Semarang ini, untuk rukun ija>rah telah terpenuhi oleh pihak 
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yang melakukan akad. Akan tetapi unttuk syarat ija>rah ada salah satu 

syarat yang tidak sesuai dengan syarat akad ija>rah yaitu saling meridhai. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29: 

                          

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.(Q.S.An-Nisa: 29).
3
  

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan 

perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT 

menghalalkan perniagaan, yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka 

memperoleh penghasilan dan keuntungan. apabila salah seorang 

diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 

Karena Allah SWT melarang penindasan sesama manusia tapi dianjurkan 

saling meridhai sesamanya. 

Yang kedua, sighat (ijab dan kabul). Ijab adalah ungkapan 

menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa 

meneyewa. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua 

kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa angkutan umum bis 

Surabaya-Semarang, ijab dan kabul dilaksanakan oleh kedua pihak tanpa 

ada ucapan yang tentu. Hanya dengan perbuatan seperti melihat papan 

                                                           
3
 Depag RI, Al-Qur'an Terjemah..., 122. 
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nama jurusan bis dan bertanya kepada kondektur lalu naik ketika sesuai 

dengan tujuannya. Hal tersebut sudah dianggap sebagai ijab dan kabul 

oleh mereka. jadi dalam pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

Yang ketiga adalah upah atau ujrah, yakni dimana orang yang 

memiliki jasa atau melakukan suatu pekerjaan akan mendapatkan imbalan 

dari orang yang menyewa jasa. Para ulama menetapkan syarat ujrah 

(upah) yaitu berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak.
4
  

Adapun aplikasinya yaitu kondektur menerima ongkos atau upah dari 

penumpang berupa rupiah, mata uang yang resmi berlaku di Indonesia 

dalam melakukan transaksi yang nilai dan wujudnya telah di ketahui 

dengan jelas. 

Yang keempat manfaat, yaitu manfaat dari suatu barang yang 

disewa atau jasa dari tenaga orang yang disewa. Upah atau tarif 

mempunyai manfaat bagi orang yang menerima upah sebagai ganti dari 

menjual jasannya. Dalam praktik jasa angkutan umum bis Surabaya-

Semarang ini adalah jasa untuk mengantarkan para penumpang sampai 

pada tujuan masing-masing. Jadi dalam praktik ini telah sesuai menurut 

hukum Islam. 

Dalam Al-qur'an telah di jelaskan bahwa disamping kita patuh 

kepada Allah SWT dan Rasulllah Saw kita juga harus mematuhi Ulil 

                                                           
4
 Rahmad Syafe'i, Fiqih Muamalah..., 129. 
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Amri (pemerintah). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-

qur'an: 

                              

                               

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa:59) 

 

Jadi dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 

pelaksanaan penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota antar 

provinsi Surabaya-Semarang belum berjalan dengan semestinnya, karena 

adannya beberapa alasan dari pihak yang kurang bertanggung jawab.  Dan 

menurut hukum Islam, dalam permasalahan tarif bis ini ada satu syarat 

yang belum terpenuhi yaitu keridhaan salah satu pihak yang berakad 

yakni dari pihak mu’jir yang menjadi penumpang bis.  


